
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 39 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Ta.hun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 l); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor- 5587) scbagaimana tela.h diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Uridang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Ten tang Pernerintahan Daerah [Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

a. ba.hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 21. Ta.hun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, maka 
dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan 
Penelitian dan Pcngembangan Kabupaten Kolaka Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daera.h 
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Inspektorat Daera.h Kabupaten Kolaka 
Timur. 

BTJPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERT/\ TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KASUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 39 TAHUN 2016 

SUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN 
• 



Da.la.m Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pernerintah Daerah ada.lah Pemerintah Kabupaten Koiaka 

Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah ada.lah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. lnspektorat Daerah adalah lnspcktorat Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
6. Inspektur ada.lah Inspektur Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Kelompok ,Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
ketcrampilan tert.entu di Lingkungan lnspektorat 
Kabupaten Kolaka Timur. 

8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Auditor dan 
.Jabatan Fungsional . Pejabat Pemerintah Urusan 
Pemerintahan Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN 
KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan 
Pcnyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 

5. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pcra.ngkat Daerah (Lernbaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pcmbentukan Produk 
Hukum Daerah: 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nornor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupatcn Kolaka Timur. 

7. Peraturan Bupati Nornor 33 Tahun 2016 ten tang Piagam 
Pegawasan Internal ( Internal Audit Charter) dilingkungan 
Pernerintah Kabupatcn Kolaka Timur. 
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Menetapkan 



( 1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan, Pcmerintahan Daerah. 

(2) lnspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Dae rah. 

PasaJ 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BABlll 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

( tJ Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe B atau sedang. 

(2) Penentuan tipe lnspektorat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas 
penyelenggaraan unsur pengawasan, 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 4 

Bagian Kctiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Dalam Nornenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomcnklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan 
diwadahi dalam bcntuk lnspektorat Daerah 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB ii 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 
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Inspektur mcmpunyai tugas mernbantu bupati membina, 
mcngawasi pelaksanaan urusan pernerintahan yang mcnjadi 
kewenangan dacrah dan memirnpin, rnengkoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, mcmbina 
hubungan kerjasama dengan instansi pemcrintah, swasta dan 
lembaga masyarakat. 

Pasal9 

Bagian Kesatu 
Inspektur 

BAB IV 
TUG/\S DAN FUNGSI 

(1) Susunan organisasi lnspektorat Daerah, tercliri atas : 
a. lnspektur; 
b. Sekretariat; 
c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Inspektur Pernbantu Wilayah Il; 
e. Inspektur Pembantu Wilayah Ill; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat: Daerah sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, menyelengga.rakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan; 
b. petaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

c. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Bupati; 
e. pelaksanaan adrninistrasi inspektorat; 
I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dcngan tugas dan fungsi Inspektorat. 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 7 

lnspektorat sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 rncmpunyai 
tugas mernbantu Bupati mernbina dan mengawasi 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Pasal 6 
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(1) Sub Bagian Umum da.n Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan adrninistrasi umum, penatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, melaksanalcan pengelolaan 
anggaran dan urusan rumah tangga, 

Pasal 13 

(J) Sckretariat terdiri atas: 
a. Subbagian Umum da.n Kepegawaian ; 
b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala SL1 b Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 10, ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi umum perkantoran; 
b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan 

program pcnyusunan kerja pcngawasan; 
c. penghimpunan, perigelolaan, penilaian, penyimpanan 

laporan hasil pengawasan aparat pengawasan Iungsional 
daerah; 

d. penyusunan bahan data dan pcmbinaan teknis fungsional 
daerah; 

e. penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data 
penatausahaan proses pcnanganan pengaduan; 

f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat 
menyurat dan rumah tangga; 

g. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh inspektur 
scsuai dengan tugas dan Iungsinya. 

Pasal 11 

( l) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bahan koordinasi pengawasan dan mernberikan pclayanan 
adrninistrasi, ketatausahaan, keuangan dan aset scrta 
menyiapkan rencana program kerja dan jabatan 
fungsional kepada semua unsur dilingkungan inspektorat. 

(2) Sckrctariat scbagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada lnspektur. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekrctariat 
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c. reviu Laporan Keuangan Pernerintah Daerah; 
d. evaluasi pcrtangungjawaban keuangan pemerintah; 

Intern Sistem 

7. Dinas Penanaman Modal & PTSP Kolaka Timur. 
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kolaka 

Timur. 
9. Ru mah Sal<it Umum Dacrah, 
10. Kecamatan Tirawuta. 
11. Kecamatan Lalorae. 
12. Kecamatan Mowewe. 
13. Kecamatan Lambandia, 

b. pengevaluasian dan Pengendalian 
Pemerintah: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (!), lnspektur Pembantu Wilayah I 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan perneriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah 
meliputi: 
l. Sekrctariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
2. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber Daya 

Manusia Kabupaten Kolaka Timur 
3. Sadan Penanggulangan Bencana Kolaka Timur. 
4. Dinas Sosial Kolaka Timur. 
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 

Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Dinas Kesehatan Kolaka Timur. 

(1) lnspcktur Pembantu Wilayah rnempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
Pemerintahan Daerah. 

(2) Inspektur Pcmbantu Wilayah [ sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. 

Pasal 15 

Pasal 14 

Bagian Kctiga 
Inspektur Pembantu Wilayah I 

(2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( I) huruf b, 
mcmpunyai tugas menyiapkan bahan koordinast, 
konsultasi, penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, 
pembinaan, penyusunan pedoman dan standar dibidang 
pengawasan sorta menyiapkan bahan penyusunan laporan 
dan memantau tindak Ianjut hasil evaluasi pengawasan, 
mernutahirkan data hasil audit pengawasan internal dan 
pengawasan eksternal. 

. 6. 



DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 
16 ayat (1), Inspektur Pernbantu Wilayah II mcnyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyelcnggaraan pcmeriksaan, pcngusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawasan terhadap pcrangkat daerah 
yaitu : 
l. Sekrerariat lJPRD Kolaka Timur; 
2. Sadan 1.;euangan Daerah Kolaka Timur 
3. !3adan Politik dan Pemerintahan Umum Kabupatcn 

Kolaka Timur. 
4. Dinas Pertaniankabupatcn Kolaka Timur. 
5. Dinas Pendidikan Pcmuda clan Olahraga Kabupaten 

Kolaka Timur. 
6. Dinas Pernbcrdayaan Perempuan &. Perlindungan Anak 

Kolaka Timur. 
7. Dinas Lingkungan Ilidup Kabupaten Kolaka Timur. 
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 

Kabupaten Kolaka Timur. 
9. Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka 

Timur. 
10. Pcrusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kolaka Timur. 
11. Kecamatanh Tinonclo. 
12. Kecamatan Poli-polia .. 
13. Kecamatan Ueesi, 
14. Kecamatan Dangia, 

Pasal 17 

daerah dart kasus pengaduan. 
(2) lnspektur Pembantu Wilayah !I dipimpin olch lnspektur 

Pernbantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Inspektur. 

mempunyai tugas 
urusan pemerintahan 

( 1) lnspektur Pernbantu Wilayah II 
melaksanakan pcngawasan terhadap 

Pasal 16 

Bagian Keempat 
Inspektur Pernbantu Wilayah II 

e. pengkoordinasian pengawasan atas pengelolaan dana desa: 
f. pengawasan atas pengelolaan Pcndapatan Asli Daerah; 
g. pendamptngan, asistensi dan Iasilitasi dibidang pengwasan 

terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek 
pcngawasan: 

h. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh lnspektur 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayai (1), Inspektur Pernbaruu Wilayah Ill 
rnenyelenggarakan fu ngsi : 

a. penyelcnggaraar. pcmeriksaan, pcngusutan, pengujian dan 
pen ila.ian tu gas pcngawasan tcrhadap perangkat daerah 
yaitu : 
l. Bappeda, Penclitian dan Pengembangan Kabupaten 

Kolal<a Timur 
2. Dinas Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka 

Timur. 
3. Dinas Pangan Kabu paten Kolaka Timur 
4. JJinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka 

Timur. 
5. Dinas Pekr rjaan Umum, Tata Ruang ctan Perhubungan 

Kolaka Timur. 
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaa.n Ka bu paten Kolaka 

Timur. 
8. Dinas Kornunikasi, lnformasi dan Persandian Kabupaten 

Kolaka Timur. 

Pasal 19 

( l) Inspektur Pcm ban tu Wilayah Ill mcmpunyai tugas 
melaksanakan pengawasan tcrhadap urusan pcmerintahan 
daerah, 

(2) lnspektur Pernbantu III dipimpin oleh Inspektur Pcrnbantu 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
lnspektur. 

Pasal 18 

Bagian Kelima 
Inspektur Pembantu Wilayah Ill 

~ 
1, 

c. reviu Rencana Kerja, Rcnstra dan Rencana Pernbangunan 
.iangka Menengah Daerah; 

d. cvaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 
e. pcngawasan atas kegiatan pembangunan r inrrastruktur dan 

asset daerah: 
pendampingan , asistensi dan fasilitasi dibidang pengwasan 
terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan 
lrban ll; 

g. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh kcpala 
Inspektur sesuai dengan iugas dan fungsinya. 

b. reviu Rencana Kcrja Anggaran; 
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DaJam rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 20, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pelaksanaan tugas-iugas pcngawasan dalam audit kinerja; 
b, pelaksanaan tugas pcngawasan dalarn audit Mas aspek 

keuangan tertentu; 
c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek 

tujuan tertcntu; 
d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus 

/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi: 
e. pendampmgan zpcmbcrian keterangan ahli dalarn proses 

penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pcngawasan: 
f. pctaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan reviu; 
g. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan pemantauan; 

Pasal 21 

Kelompok .Jabaian Fungsional Auditor mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas pclaksanaan kegiaran 
perencanaan, mengoordinasikan, pciaksanaan tcknis, 
pcngendalian dan evaluasi pengawasan. 

Pasal 20 

Bagian Ketujuh 
Kelornpok .Jabatan Fungsional 

9. Perusahaaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Kolaka 
Timur. 

10. Kccamatan Ladongi. 
1 1. Kecamatan Loca. 
12. Kecarnatan Ulu iwo.. 
13. Kecarnatan Aerc. 

b. cvaluasi Kinerja Pcnyelenggaraan Pernerintahan Daerah; 
c. pemantauan Pclaksanan Peraturan Pcrundang-undangan; 
d. pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pernerintahan 

dan Aparatur Sipil Negara; 
e. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonornian dan 

Sumber daya Alam; 
I. pcndampingan, asistensi dan fasilitasi dibidang pcngawasan 

terhadap perangkat daerah yangmenjadi obyck pcngawasan 
lrban Ill; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 
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(1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jcnjang 
.Jabatan : 
a. Auditor Ahli Utarna; 
b. Auditor Ahli Madya; 
c. Auditor Ahli Muda; 
d. Auditor Ahli Pratama; 
e. Auditor Ahli Pcnyelia; 
f. Auditor Ahli Lanjutan; 
g. Auditor Ahli Pelaksana. 

(2) .Jabatan FungsionaJ Pcjabat Pemerintah Urusan 
Pernerintahan Daerah, tcrdiri dari jenjang Jabatan : 
a. Pengawas Pemerintahan Madya; 
b. Pengawas Pernerintahan Muda; 
c. Pengawas Pemerintahan Pertama. 

Pasal24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22. Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan 
Pcmrintahan Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. pengawasan atas pclaksanaan urusan pernerintah: 
b. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kcpala 

daerah; 
c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pernbatuan: 
d. pcngawasan untuk tujuan tertcniu: 
e. evaluasl penyelenggaraan pemerintahan. 

Pasal 23 

Jabatan Fungsional Pejabat Pernerintah Urusan Pemerintahan 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan alas 
penyetenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar 
pengawasan kcuangan, yang meliputi pcngawasan atas 
pernbinaan pclaksanaan urusan pemcrintahan, pcngawasan 
atas peraturan daerah dan peraturan kcpala dacrah, 
pengawasan atas dekonscntrasi dan tugas pembantua.n, 
pengawasan untuk tujuan tertentu dan rnelaksanakan evaluasi 
penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. 

Pasal 22 

i. pclaksanaan tugas pcngawasan, membaruu melaksanakan 
kegiatan pcrcncanaan, pengorganisasian, pengendalian dan 
evaluasi pengawasan. 

h. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan pengawasan 
J~lr · 
u-••• 
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( 1) DaJam melaksanakan tugas sctiap pimpirian unit organisas 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta 
dengan instanst Iain diluar Pernerintah Kabupaten scsuai 
denga:n tugas masing-masing. 

Pasal 27 

BAB V 
TATA KERJA 

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal :15 
ayat ( 1) didistribusikan kedalam lnspektur Pembantu dan 
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kcpada 
Inspektur melalui lnspcktur Pembantu. 

Pasal 26 

( 1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan 
Pernerintahan Dacrah yang dimaksud dalam Pasal 24, 
terdiri dari sejurnlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalarn 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa 
kelornpok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pcngawas Urusan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing - masing dipimpin oleh seorang Pcjabat Fungsional 
Senior yang ditunjuk olch Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bcrtanggung jawab kepada Inspektur. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional scbagaimana climaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebuiuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang - Undangan 
yang berlaku. 

Pasal 25 

(3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan 
Pernerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik 
dalam Jabatan F'ungsional rnaupun pada .Jabaran 
Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar 
organisasi pengawasan. 

(4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabar Pcgawas 
Urusan Pemerintahan Daerah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3) diatur sesuai perundang-undanganyang berlaku. 
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Dalarn menyampaikan laporan, tcmbusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang sccara fungsional 
mernpunyai hubungan kerja. 

Pasal 32 

Setiap laporan yang diterima oleh lnspektur dari bawahannya. 
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk mcnyusun 
laporan lebih lanjut dan untuk mernberikun petunjuk tcknis 
kepada bawahannya. 

Pasal 31 

Sckrctaris, lnspektur Pcmbanru dan Kepala Sub Bagian wajib 
mengikuri dan mematuhi pctunjuk clan bcrtanggugjawah pada 
atasannya masing-rnasing dan rnenyarnpaikan laporan berkala 
tcpat pada waktunya, 

Pasal 30 

Inspektur, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya 
masing-rnasing dan mernberikan birnbingan scrta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 29 

lnspektur wajib rnengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-Iangkah yang dipcrlukan sesuai ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 28 

rnclekat 

organisasi dilingkungan 
melaksanakan pengawasan 

(21 Dalam mclaksanaka.n tugasnya Inspcktur, Sckrctaris dan 
Inspektur Pembantu menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dcngan tugas pokok musing 
masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan 
Pernerintah Kabupaten wajib 
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administrator; 
(5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspcktorat Dacrah merupakan 

jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 
(6) Pcjabat esclon [I! atau jabatan administrator dan eselon lV 

atau jabatan pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah 
diangkat clan dibcrhcntikan olch Bupau aias usul 
Inspcktur melalui Sekretaris Daerah. 

(7) Formasi da.n persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah 
ditctapkan dengan Peraturan Bupati, scsuai pedornan yang 
ditetapkan oleh Pcmcrintah. 

lingkup Inspektorat 
iila atau jabatan 

(1) Kepangkatan, pcngangkatan dan pernberhenrian dalarn 
jabatan srruktural clilingkungan Inspektorat, berpedoman 
pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu I 
Sekretaris Daerah. 

(3) lnspektur rncrupakan jabatan esclon Ilb ainu jabatan 
pirnpinan tinggi praiama. 

(4) Sckretaris dan Inspektur Pernbantu 
Dacrah mcrupakan jabatan esclon 

Pasal 36 

BAI3 Vl 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENT!AN DI\L/\M .JA8ATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam lingkunga.n Pcmerintah Kabupatcn clapat 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di 
bawahnya scsuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 35 

(1) Dalam ha! lnspcktur bcrhalangan, Sekretaris melakukan 
tugas-tugas lnspektur sesuai dengan perundang-undangan 
.' ang berlaku. 

12) Dalarr; ha! sekreraris berhalangan sebagai pelaksana 
Inspektur dapat mcnunjuk Inspektur Pernbantu yang 
membida.ngi tugas instansi tcrsebut untu k mewakili 
lnspektur. 

Pasal 34 

Dalarn melaksanakan tugAs, lnsp<:kt.ur dibantu oleh Kcpala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian 
himbingan kepada bawahannya wajib mcngadakan rapat 
berkala. 

Pasal 33 
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Pembina, Gol, IV/ a 
19800317 200003 l 001 

I SH .. LLM. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KET' L/\ BAGIAN HUKUM, - '- _.._.....,, 

i3SRiTA 0/\ERAH 10\BUPATEN KOl/\KA TIMUR TAHUI\ 2016 NOMOR 39 

SAMSUL BA!IRI MAD,JID 

ttd 

P'Jt. SEKRETJ\RIS D/\ERAH 
;:,.\B0PATEN KOL/\KA TIMUR, 

Diuudangkan di Tirawuta 
2'.a<la tanggal Desember 2016 

TONY HERI31ANSYAH 

ltd 

BUPAT! KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

Peraturan Rupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 38 

Dengan berlakunva peraiuran in i, rnaka Peraturan F3upati 
Nornor 6 Tahun 20 IS t.cntang Penjabaran Tugas Pokok dan 
Iungsi lnspektorat Kabupaten Kolaka Timur (Berit .. , daerah 
Kabupatenkolaka Timur Tahun 6 Nornor 2015) kctcntuan lain 
yang bertentangan dcngan Peraturan ini dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 37 

BABXI 
PENUTUP 
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Pembina, Gol. I /a 
19800-317 :.200003 l 001 

Salman sesuai dcngan aslinya 
KEP . \ B~N t[UKUM, - 

TONY HERGIANSYAH 

ttd 

!JU!'/\TI KOLAKA TIMUR. 

INSPEKTUR 

SEKRETARIS I 

K!::LO',!POK JABATAN • 
•UNGSIONAL I I 

SU BAG SUBAG. 
UMUM. KEPEGAWAIAN P~RENCANP.AI\ 

A KEUANGAN EVALUASI& 
PElAPORAN 

I --. 
IR BA~ IR BAN IR BAN 

wn, I WILii VIJIL. Ill 

l l 

AUDITOR AUDITOR AUDITOR 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT 

KAOUPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERJ'.TURAN DUl'ATI KABUPATEN KOLAKt\ TIMUR 
: 39 TAHUN 2016 

: KEDUDL!KAX, SUSl:J\AJ\ ORCANISASI, TUG,\$ DAN 
FU:S:GSI, SERT!\ TATA KERJA INSPEKTORAT 
KABU1'ATer; KOLA!{,·\ TiMl.iR. 

LAMl'JR,\:S 
:,;oMOR 
l'ENTANG 




